DINAS BINA MARGA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR /&  TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang: a.

Mengingat :

[

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 13 ayat 3
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun
2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
Publik dan Dokumentasi.

bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

L1

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 37);
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun
2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
Publik dan Dokumentasi;

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2022 Nomor 31016);

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI
JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS
BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA;

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu Pelaksana sebagaimana tercantum dalam
daftar lampiran keputusan ini;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah
bertanggung jawab dalam implementasi pelayanan informasi
dan Dokumentasi Publik yang meliputi proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Unit Kerja
Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab
meyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan
Informasi Publik;



KEEMPAT

KELIMA
Tembusan:
{9
2.
3.
4,
5.
DKI Jakarta
6.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pelaksana sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah
bertanggung jawab dalam menyiapkan kebutuhan PPID Utama
dan/atau PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4= - 9_ 252,

HERU SUWONDO

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Kepala Bidang Kelengkapan Jalan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Plt. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga Provinsi

Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta

7. Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi

DKI Jakarta

8. Kepala Unit Pengadaan Tanah Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga Dinas
Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Pusat Data dan Informasi Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi

DKI Jakarta

11. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : [6 PHuwda2¢

Tanggal : 4 —s- a4,

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

Jabatan

Pejabat

Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana

Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Pejabat Pengelola Informasi
dan  Dokumentasi (PPID)
Pembantu Pelaksana

1. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina
Marga Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Bidang Kelengkapan Jalan Dinas Bina
Marga Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas
Kota Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Sarana
Umum Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Bina
Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian,
dan Pengukuran Bina Marga (UP PPP) Dinas
Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Unit Pengadaan Tanah Bina Marga
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Pusat Data dan Informasi Bina Marga
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota
Administrasi Jakarta Pusat

10. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota
Administrasi Jakarta Barat

11. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota
Administrasi Jakarta Timur

12. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota
Administrasi Jakarta Selatan

13. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota
Administrasi Jakarta Utara

Petugas Pelayanan Informasi
Publik

1. Pusat Data dan Informasi Bina Marga Dinas
Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

2. Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Bina
Marga Provinsi DKI Jakarta




